PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH

KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur diatur dalam
Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XIII *
KETENTUAN PENUTUP
: Pasal 44

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini:

a: Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangu-
nan Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pan-
duan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infra-
struktur; dan

b. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangu-
nan Nasional Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Penyusunan Daftar Rencana Proyek Infra-
struktur,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45
Peraturan Menteri ini mutai berlaku pada tang-
gal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan
Menteri ini diundangkan dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2015
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDRINOF A. CHANIAGO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 829
Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

{BN)

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN
" DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

{Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 188 Tahun 2015, tanggal 8 Juni 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
136 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata
Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pem-
bebasan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negala;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus lbu Kota
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Repub-
lik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
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Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beber-
apa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Daerah Nomoar 5 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah:
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah den-
gan Peraturan Daerah Nomar 1 Tahun 2015:

. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang

Organisasi Perangkat Daerah;

. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2013 ten-

tang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retri-
busi Daerah;

. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 ten-
tang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan-

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Per-
aturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2014 ten-
tang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retri-
busi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUS| DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud

dengan :

s

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukata
Jakarta.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

25
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Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah
Khusus lbukota Jakarta.

Inspektur adalah Inspektur Provinsi Daerah Khu-
sus [bukota Jakarta

Badan Pengelola.Keuangan dan Aset Daerah yang
selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pen-
gelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Dae-
rah Khusus Ibukota Jakarta.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dae-
rah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dae-
rah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Per-
angkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD/
UKPD Pemungut Retribusi Daerah adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Dae-
rah yang memberikan pelayanan dan melakukan
pemungutan retribusi daerah di Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal
yang merupakan kesatuan, baik yang melaku-
kan usaha maupun yang tidak melakukan usaha
vang meliputi Perseroan Terbatas, Persercan Ko-
manditer Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Firma, Keongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Perse-
kutuan. Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi
Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga
dan Bentuk Badan Lainnya termasuk kontrak In-
vestasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retri-
busi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khu-
sus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerin-
tah Provinsi DKI Jakarta untuk kepentingan orang
pribadi atatj badan.

. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan

yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pe-
mungut atau pemotong retribusi tertentu.

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjut-
‘nya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang
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(1)

(2)

(3)

{4)

(5)

menentukan besarnya retribusi daerah terutang
yang diterbitkan oleh Kepala SKPD/UKPD Pemu-
ngut Retribusi Daerah berdasarkan permohonan
yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSRD. adalah bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan den-

gan menggunakan formulir atau telah dilakukan

dengan antara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Sayar
yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat
keputusan yang menentukan jumilah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retri-
busi lebih besar dari pada retribusi yang terutang
atau tidak seharusnya terutang.

BAB I
PEMSERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN
DAN PEMBESASAN RETRISUSI
Bagian Kesatu
Umum ‘
Pasal 2

Waijib retribusi dapat mengajukan permohonan
keringanan, pengurangan dan pembebasan retri-
busi daerah kepada Gubernur.
Gubernur dapat memberikan keringanan, pen-
gurangan dan pembebasan retribusi daerah atas
permohonan atau tanpa adanya permchonan dan
waijib retribusi terhadap hal-hal tertentu.
Dalam memberikan keringanan, pengurangan
dan pembebasan retribusi daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Gubernur mendapatkan
rekomendasi dari SKPD/UKPD Pemungut Retri-
busi Daerah.
Keringanan dan pengurangan Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dengan mempertimbangkan kemampuan Waijib
Retribusi.
Pembebasan Retribusi Daerah sebégaimana di-
maksud pada ayat (1) diberikan dengan memper-
timbangkan fungsi objek Retribusi. |

Bagian Kedua

(1)

(2)

(3)

(1)

Persyaratan Permohonan
Pasal 3
Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan
keringanan, pengurangan dan pernbebasan Re-
tribusi Daerah atas SKRD yang diterbitkan oleh
SKPD/UKPD Pemungut Retribusi Daerah Kepada
Gubernur.
Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak menunda kewajiban untuk
membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan
retribusi.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indone-
sia dan disertai alasan yang jelas, dengan melam-
pirkan persyaratan sebagai berikut :
a. untuk Badan Hukum :
1. surat keterangan domisili perusahaan dan
Akta Notaris;
2. fotokopi SKRD;
3. fotokopi SSRD yang sudah dibayarkan;
dan
4. dokumen pendukung yang dapat dijadikan
alasan pengajuan permohonan keringanan,
pengurangan dan pembebasan retribusi
daerah.
b. untuk Orang Pribadi :
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk {KTP);
2. fotokopi SKRD;
3. fotokopi SSRD yang sudah dibayarkan;
dan :
4. dokumen pendukung yang dapat dijadikan
alasan pengajuan permchonan keringanan,
pengurangan dan pembebasan retribusi
daerah.

Bagian Ketiga

Prosedur

Pasal 4
Waijib retribusi mengajukan permohonan kerin-
ganan, pengurangan dan pembebasan retribusi
daerah secara tertulis kepada Gubernur dengan
melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3) melalui SKPD/UKPD pe-
mungut retribusi.
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(2)

SKPD/UKPD pemungut retribusi
pemeriksaan dan meneliti berkas permohonan

melakukan

keringanan, pengurangan dan pembebasan retri-
busi daerah paling iama 1(satu) bulan sejak tang-
gal diterimanya berkas permohonan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1} secara lengkap dan
benar.

SKPD/UKPD pemungut retribusi dalam melak-
sanakan pemeriksaan dan penelitian sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan
peninjauan ke iokasi kegiatan dan/atau meminta
dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan
serta dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD yang
terkait.

Hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} menjadi dasar untuk pen-
gajuan rekomendasi kepada Gubernur.
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) sebagai dasar pengambilan Keputusan Guber-
nur untuk menerima atau menolak permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
bersifat final dan tidak dapat diajukan sebagai ke-
beratan atau banding.

Pasal b
Apabila dalam jangka waktu paling lama 6 {enam)
bulan, Gubernur tidak memberikan keputusan
atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (b), permohonan yang diajukan wa-
jib retribusi dianggap diterima.
Datam hal Gubernur menolak permohonan se-
bagaimana dimaksud datam Pasal 4 ayat (5),
SKPD/UKPD pemungut retribusi membuat surat
pemberitahuan tentang penolakan kepada wajib
retribusi.
Dalam hal Gubernur menerima permohonan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5),
SKPD/UKPD pemungut retribusi membuat Ran-
cangan Keputusan Gubernur tentang pemberian
keringanan, pengurangan dan pembebasan Retri-
busi Daerah.
Surat
pada ayat (2) memuat :

pemberitahuan sebagaimana dimaksud

{(5) Perbal

'

a. keterangan bahwa permchonan atas keringa-
nan, pengurangan dan pembebasan retribusi
daerah diterima; dan

b. keterangan bahwa wajib retribusi dapat
mengajukan  permohanan pengembalian

kelebihan pembayaran atas retribusi yang

sudah dibayarkan (restitusi) setelah terbit

Keputusan Gubernur tentang pemberian

keringanan, pengurangan dan pembebasan

retribusi daerah.

rancangan Keputusan Gubernur seb-

agaimana dimaksud ayat (3} diparaf serta oleh :

a. Kepala SKPD/UKPD Pemungut Retribusi Dae-

rah;

Kepala BPKAD;

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah;

Inspektur;

RSty o i

Asisten yang membawahi bidang pemung-
utan retribusi daerah;

Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah;

g. Sekretaris Daerah; dan

h. Wakil Gubernur.

Bagian Keempat
Kriteria Pemberian Keringanan, Pengurangan
dan Pembebasan Retribusi
Pasal 6
Kriteria pertimbangan terhadap besaran nilai

pemberian keringanan atau pengurangan Retribusi

Daerah sebagai berikut :

a.

SKRD dengan jumlah ketetapan sampai dengan
Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah} dapat
diberikan keringanan atau pengurangan paling
tinggi 25% (dua puluh lima persen} dari jumiah
retribusi terutang;

SKRD dengan jumlah ketetapan Rp 1.000.000.
000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp
5.000.000.000,00 ({lima miliar rupiah) dabat
diberikan keringanan atau pengurangan paling
tinggi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah
retribusi terutang; :
SKRD " dengan jumlah ketetapan di atas Rp
5.000.000.000,00
diberikan keringanan atau pengurangan paling

(lima miliar rupiah) dapat
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tinggi 50% (lima puluh persen} dari jumlah retri-
busi terutang;

d. pemberian keringanan atau pengurangan retribusi
daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, hur-
uf b dan huruf ¢, diberikan berdasarkan ketetapan
per kode rekening/obyek retribusi yang tertera
pada SKRD;

e. pemberian keringanan dapat berupa pengurangan
dan angsuran kepada Wajib Retribusi;

-

pemberian keringanan atau pengurangan retribusi
daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d di;
berikan kepada Orang Pribadi/Badan Hukum dan
dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib
Retribusi; dan

g. untuk kegiatan pertunjukan kesenian yang bersi-
fat sosial dan mendapat rekomendasi dari pejabat
instansi terkait, diberikan keringanan tarif sebe-
sar b0% (lima puluh persen).

Pasal 7
Kriteria pertimbangan terhadap pemberian
pembebasan retribusi daerah meliputi:

a. kejadian di luar kemampuan manusia (force rma-

Jjeure):

b. kegiatan pertunjukan kesenian yang mendapat
rekomendasi dari Pemerintah Daerah;

c. asas timbal balik (Konvensi Wina Tahun 1961):
dan

d. fungsi obyek yang dikaitkan dengan kebijakan

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerabh.

BAB Il
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 8

(1} Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan
Gubernur ini dilakukan oleh Kepala SKPD/UKPD
Pemungut Retribusi Daerah.

(2) Terhadap kegiatan pengendalian sebagaimana di-
maksud pada ayat {1) dilakukan evaluasi setiap 6
{enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutu-
han.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretar-
is Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9
Terhadap permohonan keringanan, pengu-
rangan dan pembebasan retribusi daerah yang sudah
diterima dan masih dalam proses pembahasan sebe-
lum adanya Peraturan Gubernur ini mengacu ketentu-

an dalam Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2008.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai ber-
laku, Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2008 ten-
tang Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pem-
bebasan atas Keberatan Retribusi Daerah, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan dl Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2015
GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSt DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 61022

{BN)




